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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Pajak 

juga merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga 

negara. Dengan terpenuhinya kewajiban tersebut dapat meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan suatu 

sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu sumber 

penerimaan negara terbesar adalah pajak.  

Pajak memiliki fungsi penerimaan (Budgeter) yaitu sebagai sumber 

dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. Untuk itu pajak dapat dimasukkan ke dalam APBN sebagai 

penerimaan dalam negeri. Pemerintah dalam menangani sumber penerimaan 

negara tersebut harus memiliki suatu rencana keuangan yang bersifat 

sistematis dan terperinci yaitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara). Dengan begitu pemerintah dapat mempertanggungjawabkan 

APBN yang telah disusunnya setiap tahun sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku.  
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 Pendapatan negara yang berasal dari pajak memberikan kontribusi 

terbesar untuk penerimaan negara pada tahun 2011 sampai dengan  tahun 

2013. Berikut ini merupakan tabel ringkasan APBN tahun 2011-2013: 

TABLE 1.1 Ringkasan APBN Tahun 2011-2013 

(dalam Triliun Rupiah) 

URAIAN 
2011 2012 2013 

APBN APBN-P ABPN 

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1.210,6 1.358,2 1.529,7 

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.205,3 1.357,4 1.525,2 

1. Penerimaan Perpajakan 873,9 1.016,2 1.193 

a. Pajak Dalam Negeri 819,8 968,3 1.134.3 

b. Pajak Perdagangan Internasional 54,1 47,9 58,7 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 331,4 341,1 332,2 

II. Hibah 5,3 0,8 4,5 

B. BELANJA NEGARA 1.295 1.548,3 1.683 

I. Belanja Pemerintah Pusat 883,7 1.069,5 1.154,4 

II. Transfer ke Daerah 411,3 478,8 528,6 

1. Dana Perimbangan 347,2 408,4 444,8 

2. Dana Otonomi Khusus dan 
Penyesuaian 

64,1 70,4 83,8 

III. SUSPEN (47,5) (0) (0) 

  Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

 Pada tabel 1.1 terdapat ringkasan APBN dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013, yang dibagi menjadi dua yaitu, pendapatan negara dan 

hibah dan belanja daerah. Pada pendapatan negara dan hibah terdiri dari 

penerimaan dalam negeri  dan hibah, Penerimaan perpajakan merupakan 
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kontribusi terbesar dalam penerimaan dalam negeri yaitu pada tahun 2011 

adalah sebesar Rp873,9 triliun, tahun 2012 adalah sebesar Rp1.016,2 

triliun dan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1.193 triliun. Dalam 

penerimaan perpajakan terdapat pajak dalam negeri dan pajak 

perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan 

negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai 

barang dan jasa, pajak bumi dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional 

adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea 

keluar. Pada pajak dalam negeri, penerimaan perpajakkan didominasi oleh 

pajak penghasilan yang berasal dari pajak penghasilan migas dan non 

migas, serta didominasi oleh pajak pertambahan nilai.  

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan seluruh 

penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan 

perpajakan. Pada penerimaan negara bukan pajak berasal dari penerimaan 

SDA (sumber daya alam) yaitu migas (minyak bumi dan gas alam), non 

migas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, pertambangan panas 

bumi, bagian laba BUMN, PNBP lainnya, pendapatan BLU. Bagian laba 

BUMN merupakan laba yang dimiliki oleh BUMN yang digunakan untuk 

pembinaan koperasi dan usaha kecil. PNBP lainnya adalah penerimaan 

lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Pendapatan BLU 

adalah penerimaan yang berasal dari badan layanan umum yaitu 

merupakan instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang 

Pengaruh Kesadaran..., Monika Stefani, FB UMN, 2014



	
   4	
  

langsung berurusan dengan masyarakat. Hibah adalah penerimaan yang 

diterima oleh pemerintah pusat dimana pemerintah dapat memanfaatkan 

secara langsung untuk digunakan mendukung tugas dan fungsi 

kementerian atau lembaga, atau diteruskan kepada pemerintah daerah, 

BUMN, dan BUMD.  

Selain terdiri dari pendapatan negara dan hibah, APBN menyusun 

belanja negara. Pada belanja negara terdapat belanja pemerintah pusat, 

transfer ke daerah, dan suspen. Belanja pemerintah pusat adalah 

pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah yang terdiri dari belanja 

pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, 

belanja hibah, belanja sosial, dan belanja lain-lain. Transfer daerah terdiri 

dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana 

perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat tiga komponen dalam dana 

perimbangan yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dan alokasi 

khusus.  

  Penerimaan pajak suatu negara ditentukan oleh kepatuhan wajib 

pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan 

fiskus. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban 
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perpajakannya dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak. Hal 

tersebut disebabkan wajib pajak tidak menerima secara langsung haknya 

(kontraprestasi), sehingga diperlukan peraturan yang mendorong wajib 

pajak secara sukarela atau terpaksa untuk memenuhi kewajibannya 

tersebut. Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai 

pentingnya fungsi pajak sebagai sumber dana pembiayaan negara, 

pemerintah perlu untuk mengadakan sosialiasi kepada masyarakat. Hal 

tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu semakin 

meningkatnya kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan 

wajib pajak. 

  Dalam sistem pemungutan pajak terdapat self assessment system.  

Menurut Harjo (2013), self assessment system merupakan suatu sistem 

pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak 

terhutang berada pada wajib pajak sehingga wajib pajak harus dapat 

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajaknya. Hal tersebut mengharuskan wajib pajak untuk memiliki 

pengetahuan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan 

perpajakan dapat mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung 

jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar dan melaporkan 

pajak yang terutang tepat pada waktunya. Dengan memiliki pengetahuan 

perpajakan, dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar 

pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
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Peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan 

fiskus. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan dampak positif 

terhadap wajib pajak. Fiskus harus memiliki pengetahuan dan pemahaman 

perpajakan yang baik sehingga mampu untuk menyampaikan informasi 

yang benar terkait pajak kepada wajib pajak. Wajib pajak akan merasa 

tertolong dengan pelayanan fiskus yang menjelaskan peraturan perpajakan 

seperti cara menghitung pajak terutang dan mengisi SPT sendiri, kapan 

membayar dan melaporkan pajak terutangnya, sanksi yang dikenakan jika 

terlambat, hak yang diterima wajib pajak, syarat menjadi wajib pajak dan 

lain sebagainya. Dengan meningkatnya pelayanan fiskus dapat 

meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wajib pajak dalam membayar 

pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Menurut Arum (2012), wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha 

adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat 

oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Kegiatan usaha adalah usaha 

apapun di berbagai bidang baik pertanian, industri, perdagangan, maupun 

yang lainnya.  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Arum 

(2012). Penelitian tersebut mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, 

pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di 

Wilayah KPP Pratama Cilacap). Hasil penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 
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dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian 

ini ditambahkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan yang 

mengacu pada penelitian Siregar dkk (2012). Dalam penelitian ini, objek 

penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha yang berada di Kecamatan Kelapa Dua dan terdaftar di KPP 

Pratama Tigaraksa. Terdapat tahun penelitian yang berbeda yaitu untuk 

penelitian sebelumnya pada tahun 2012 dan dalam penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2014.  

Menurut data dari KPP Pratama Tigaraksa, meningkatnya jumlah 

wajib pajak tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan wajib 

pajak. Berikut ini merupakan tabel kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak 

dari tahun 2011 sampai dengan 2013: 

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa  

Tahun 2011-2013 

Tahun 

Jumlah WPOP 

Terdaftar 

(a) 

Jumlah WPOP 

yang Membayar 

Pajak 

(b) 

Tingkat 

Kepatuhan 

WPOP 

(b/a x 100%) 

2011 25.263 5.156 20,41%% 

2012 29.303 5.945 20,29% 

2013 33.028 5.993 18,15%% 

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa  

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dengan jumlah 

wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak di KPP Pratama Tigaraksa 
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dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2010, jumlah wajib 

pajak yang terdaftar adalah sebanyak 25.263 orang, tetapi wajib pajak yang 

membayar hanya sebanyak 5.156 orang, sehingga dapat dihitung tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 20,41%. Pada tahun 

2012 dan 2013 terjadi penurunan presentase sebesar 20,29% dan 18,15%, 

sehingga bukan menjadi suatu patokan apabila jumlah wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar semakin meningkat pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 

29.303 orang dan 33.028 orang dan jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

membayar pajak yaitu 5.945 orang dan 5.993 orang, maka akan semakin 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 

membayar pajak di KPP Pratama Tigaraksa. Fenomena tentang kepatuhan 

pajak tersebut memotivasi penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam bentuk penelitian skripsi yang diberi judul “Pengaruh Kesadaran 

Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama 

Tigaraksa).” 

 

1.2 Batasan Masalah 

Variabel dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 

menguji tiga variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan 

perpajakan, dan pelayanan fiskus. Objek penelitian adalah wajib pajak 

Pengaruh Kesadaran..., Monika Stefani, FB UMN, 2014



	
   9	
  

orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kecamatan Kelapa 

Dua yang terdaftar dan wajib membayar pajak di KPP Pratama Tigaraksa. 

Periode penelitian pada tahun 2014. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, perumusan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1.  Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi? 

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi? 

3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi? 

4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan 

pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi? 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kesadaran..., Monika Stefani, FB UMN, 2014



	
   10	
  

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan tujuan penelitian 

ini, yaitu: 

1. Untuk memperoleh bukti empriris yang berpengaruh terhadap 

kesadaran  wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Untuk memperoleh bukti empriris yang berpengaruh terhadap 

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

3. Untuk memperoleh bukti empriris yang berpengaruh terhadap 

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

4. Untuk memperoleh bukti empriris yang berpengaruh terhadap 

kesadaran  wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Manfaat bagi Akademisi 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penambah 

wawasan terutama mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, seperti: 

kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus. 

Melalui penelitian ini, pembaca dapat melihat besarnya pengaruh dan 
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hubungan antarvariabel. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk membahas topik yang sama. 

2.  Manfaat Bagi Praktisi 

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta 

mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. 

Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

dalam melunasi kewajiban perpajakannya. 

3.  Manfaat Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan 

kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan 

wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha di daerah Kecamatan Kelapa Dua. 

4.  Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian yang dilakukan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti 

terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. Peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kelapa Dua. 
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5.  Manfaat Bagi Masyarakat  

Diharapkan dapat lebih memahami mengenai pengetahuan pajak dan tata 

cara dalam pembayaran pajak sebagaimana mestinya menurut ketentuan 

peraturan perpajakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematikan penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut: 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

  Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang 

menjelaskan alasan peneliti mengambil judul skripsi, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB 2  TELAAH LITERATUR 

  Menjelaskan  tentang landasan teori, definisi yang 

berkaitan dengan variabel-variabel yang dependen maupun 

independen, teori yang mendasari terbentuknya hipotesa, 

dan model penelitian.Bab ini menjelaskan secara terperinci 

mengenai kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus. 
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BAB 3  METODE PENELITIAN 

  Menjelaskan gambaran umum objek penelitian, metode 

penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengumpulan sampel, dan teknik analisis data. 

Bab 4   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil-hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, 

pengujian statistik, dan analisis hipotesis, serta pembahasan 

hasil penelitian. 

Bab 5   SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang 

didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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